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ISU LINGKUNGAN DALAM PILKADA

Sri Nurhayati Qodriyatun

Abstrak

Banjir dan longsor yang merupakan bentuk bencana ekologis akibat kerusakan
lingkungan, kembali terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Situasi kerusakan
lingkungan ini diharapkan dapat diperbaiki, dengan terpilihnya kepala daerah yang
memiliki visi, misi, dan program yang jelas dalam pengelolaan sumber daya alam
dan lingkungan. Namun faktanya, isu lingkungan belum menjadi isu penting
dalam Pilkada 2018. Untuk itu, DPR perlu mendorong KPU untuk mengangkat isu
lingkungan dalam debat calon kepala daerah. Visi, misi, dan program calon kepala
daerah wajib dituangkan dalam dokumen resmi, yang dapat diakses masyarakat.
Melalui upaya tersebut, masyarakat dapat memilih kepala daerah yang tepat, agar
dapat memperbaiki kerusakan lingkungan yang terjadi di daerahnya.

Pendahuluan
Awal tahun 2018, beberapa
wilayah di Indonesia kembali

dilanda banjir dan tanah longsor.
Beberapa wilayah tersebut, antara
lain:  Kabupaten Bintan dan
Kabupaten = Anambas (Provinsi
Kepulauan Riau), Kabupaten
Banyuwangi (Provinsi Jawa Timur),
Kabupaten Bima dan Kabupaten
Lombok Tengah (Provinsi Nusa
Tenggara Barat), dan di Kabupaten
Sarolangun (Provinsi ~ Jambi).
Banjir dan tanah longsor tersebut
diperparah dengan adanya cuaca
ekstrim.

Bencana banjir dan tanah
longsor menurut  kalangan
aktivis lingkungan, seringkali

disebut sebagai salah satu bentuk

bencana ekologis. Bencana ini
muncul sebagai dampak akibat
pembangunan yang dilakukan oleh
manusia secara eksploitatif terhadap
sumber daya alam dan lingkungan
(Qodriyatun dalam Yusuf, 2017: 20-
25). Wahana Lingkungan Hidup
Indonesia (WALHI) mencatat,
terjadi peningkatan potensi bencana
ekologis di Indonesia, dari 83%
tahun 2007 menjadi 90% tahun 2012.
Meningkatnya bencana ekologis
terjadi karena meningkatnya
kerusakan lingkungan.

Kerusakan lingkungan tengah
dirasakan ~ memburuk dalam
dekade terakhir. Bencana alam
seperti banjir, longsor, kebakaran
hutan dan lahan, krisis air bersih,
semakin sering terjadi (Gambar 1).
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Gambar 1. Tren Bencana yang Terjadi di Indonesia Tahun 2002-2016

Laju deforestasi pun meningkat.
Menurut data statistik Kementerian
Kehutanan Tahun 2011, pada
periode  2000-2010  deforestasi
melesat hingga 1,2 juta hektar
setiap tahun. Walaupun angka
ini kemudian menurun di tahun
2012-2013 menjadi 727 ribu hektar;
namun dampak deforestasi masih
mengancam. Dampaknya antara
lain: tanah longsor, banjir bandang,
dan kekeringan di musim kemarau.

Persoalan kerusakan
lingkungan di daerah bukanlah
semata  proses yang  netral-
teknis semata. Akan tetapi lebih
merupakan dampak dari proses
politik dari aktor-aktor yang terkait
dengan kepentingan sumber daya
alam. Bahkan ada justifikasi teoritik
bahwa di era reformasi muncul
orang-orang kuat di daerah (local
strongmen) atau bos-bos lokal
(local  bossism), berlatar belakang
pengusaha yang  menguasai
panggung politik. Mereka telah
membajak demokrasi melalui kuasa
uang, yang muncul sebagai oligarki
dan patronase baru daerah (the

new emerging of local oligarchy and
patronage) (As’ad, 2016: 35).

Tahun 2018 merupakan
tahun politik di beberapa daerah
di Indonesia, karena terdapat 171
daerah yang akan melaksanakan
Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah)
serentak, 17 di antaranya adalah
Pilgub  (Pemilihan = Gubernur).
Tulisan ini menganalisis, apakah
isu lingkungan menjadi isu penting
dalam Pilkada?

Kerusakan Lingkungan

di Daerah dan Politik Ekologi

Peterson (dalam Hidayat,
2011: 8) mengatakan bahwa politik
ekologi adalah suatu pendekatan
yang menggabungkan masalah
lingkungan dengan politik
ekonomi, dan dinamika antara
lingkungan dan manusia, serta
antara  bermacam = kelompok
masyarakat, mulai dari skala
individu lokal, regional, hingga
global. Politik ekologi menekankan
kajiannya pada kondisi dan
konsekuensi politik dari perubahan
lingkungan yang terjadi. Melalui
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pendekatan politik ekologi dapat
dipetakan  konflik  kepentingan
antar-stakeholder ~dan bagaimana
pengelolaan  lingkungan dan
sumber daya alam di daerah dapat
dilakukan secara politis.

Otonomi daerah, secara
konseptual merupakan kebebasan
untuk  mengambil  keputusan
menurut prakarsa sendiri, untuk
kepentingan pemerintahan
dan masyarakat setempat
dengan menghormati peraturan
perundangan nasional (Haris, 2002:
8). Dengan demikian, setiap kepala
daerah memiliki kebebasan untuk
menentukan pembangunan yang
terjadi di wilayahnya, termasuk
bagaimana pemanfaatan sumber
daya alam dan lingkungan di

wilayahnya.
Namun dalam perjalanannya,
otonomi daerah dimaknai

sebagai kebebasan daerah untuk
menentukan sendiri pembangunan
yang akan dilakukan di daerahnya,
dengan mengoptimalkan segala
sumber daya yang  dimiliki.
Terbukti dari hasil studi Kantor
Menko Perekonomian pada tahun
2006 dan 2007, dapat dilihat bahwa
dari 119 Peraturan Daerah (Perda)
yang terkait sumber daya alam,
sebanyak 60% berisi izin eksploitasi
sumber daya alam, 30% berisi
tindakan kolaboratif pengelolaan
dan pemanfaatan sumber daya
alam, dan hanya 10% yang berisi
hak akses dan kontrol masyarakat
atas sumber daya alam (Supratiwi,
2013). Sumber daya alam dan
lingkungan telah menjadi modal
utama dalam pembangunan di
banyak daerah, tanpa didukung
dengan upaya mengurangi dampak
dan memperbaiki lingkungan. Di
sisi lain, kerusakan lingkungan

menjadi  penyebab  kemiskinan
terbesar baik di desa maupun kota,
secara bertahap dan pasti.

Dalam perspektif politik
ekologi, kerusakan lingkungan
dimungkinkan dapat terjadi
karena dua hal. Pertama, karena
adanya keterbatasan atau
kelangkaan sumber daya alam dan
meningkatnya permintaan seiring
bertambahnya jumlah penduduk.
Meningkatnya permintaan terhadap
hasil dari suatu sumber daya
alam mengakibatkan terjadinya
eksploitasi  berlebihan. Dampak
selanjutnya, akan terjadi penurunan
kualitas dan kuantitas sumber
daya alam itu sendiri. Kedua,
penguasaan atas sumber daya alam,
karena adanya kepentingan politik-
ekonomi. Penguasaan atas sumber
daya alam ini, terkadang dilakukan
tanpa memerhatikan keberlanjutan
pembangunan nantinya.

Dalam kasus Indonesia,
dengan meningkatnya kasus
illegal  logging, pemberian izin
pertambangan ataupun perkebunan
yang menyalahi aturan, terlihat
bahwa kerusakan lingkungan
di daerah lebih dikarenakan
penguasaan sumber daya alam
atas kepentingan politik-ekonomi.
Penguasaan sumber daya alam
lebih untuk kepentingan kapitalis,
bukan untuk kesejahteraan rakyat.
Apalagi jika melihat kecenderungan
otonomi daerah di era reformasi,
yang melahirkan orang-orang kuat
berlatar belakang pengusaha yang
menguasai panggung politik. Ada
perilaku oligarki dan predator dari
para penguasa yang menguasai
panggung politik di era reformasi.
Perilaku tersebut mengakibatkan
kerusakan lingkungan di era
reformasi semakin masif.



Pilkada dan Isu Lingkungan

Dalam konteks penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan,
Pilkada menjadi peristiwa penting
dan strategis, terutama untuk
memastikan apakah kepala daerah
yang akan dipilih memahami
kondisi yang terjadi di wilayahnya;
dari  sisi ekonomi  ataupun
nonekonomi, untuk mewujudkan
kesejahteraan masyarakat. Bagaimana
dengan Pilkada 2018?

Isu lingkungan belum menjadi
hal penting yang diangkat para
bakal calon kepala daerah dalam
Pilkada 2018. Baru satu partai politik
yang tercatat mendeklarasikan diri
sebagai partai politik yang peduli
lingkungan, dengan mengusung
calon-calon kepala daerah yang akan
mengangkat isu lingkungan dalam
kampanyenya nanti, yaitu PDI-P.
Isu yang diangkat bakal calon kepala
daerah untuk Pilkada 2018, yaitu
isu reklamasi Teluk Benoa di Bali,
kebakaran hutan dan lahan di Riau,
dan pencemaran sungai Citarum di
Jawa Barat. Hal ini memperlihatkan
bahwa isu lingkungan belum
menarik perhatian dari para bakal
calon kepala daerah.

Sedikitnya isu lingkungan
yang menjadi perhatian para calon
kepala daerah, memperlihatkan
perlunya upaya untuk membangun
kesadaran mereka. Hal ini didasari
pemahaman bahwa dalam otonomi
daerah, kepala daerah berperan
sebagai penentu kebijakan terkait
pembangunan daerahnya. Kondisi
seperti ini selayaknya mendorong
partai politik untuk menyiapkan
calon-calon kepala daerah yang
diusungnya supaya memiliki
kesadaran  akan  kelestarian
lingkungan. Partai politik sangat
berperan untuk melihat arah

keberpihakan pembangunan
terhadap lingkungan hidup. Melalui
partai politik, terbuka ruang bagi
suara-suara peduli lingkungan
untuk menyuarakan kepentingan
lingkungan yang selama ini
termarginalkan. Kepedulian calon
kepala daerah terhadap lingkungan
dapat dilihat dari visi, misi, dan
program  yang akan mereka
sampaikan dalam kampanye. Hal ini
perlu menjadi perhatian masyarakat
pemilih, karena pilihan mereka
nantinya yang akan menentukan
siapa yang menjadi kepala daerah di
wilayahnya.

Penutup

Bencana banjir dan longsor
yang terjadi di beberapa daerah di
Indonesia adalah salah satu bentuk
bencana ekologis yang terjadi akibat
kerusakan lingkungan. Kerusakan
lingkungan terjadi bukan semata
karena proses yang netral teknis
semata. Proses politik berpengaruh
terhadap terjadinya kerusakan
lingkungan.

Pilkada 2018 dapat menjadi
momen untuk memperbaiki berbagai
kerusakan lingkungan yang terjadi
di daerah, melalui pemilihan kepala
daerah yang memiliki visi, misi,
dan program yang jelas dalam
pengelolaan sumber daya alam dan
lingkungan. Namun, isu lingkungan
dalam kenyataannya belum menjadi
isu penting yang diangkat oleh para
calon kepala daerah.

DPR RI, melalui pelaksanaan
fungsi pengawasan, dapat mendorong
KPU agar mengangkat isu lingkungan
sebagai bahasan dalam debat kandidat
kepala daerah. Banyak isu lingkungan
yang dapat diangkat dalam debat
kandidat, antara lain: isu kebakaran
hutan, terutama di daerah Sumatera
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dan Kalimantan; isu pertambangan
yang menimbulkan  pencemaran
lingkungan; isu reklamasi pantai yang
merusak ekosistem mangrove; isu
pencemaran sungai; dan isu sampah
yang masih belum terkelola dengan
baik.

Selain itu, para calon kepala
daerah seharusnya menuangkan
visi, misi dan program lingkungan
tersebut dalam dokumen resmi
yang dapat diakses oleh seluruh
masyarakat. Dokumen ini dapat
menjadi acuan bagi masyarakat,
untuk menagih janji para calon
kepala daerah yang terpilih atas
program-program lingkungan yang
dijanjikan.
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